
 

 

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

NOMOR  36  TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

KLINIK KINERJA TERPADU DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara, maka perlu membentuk klinik 

kinerja terpadu yang terintegrasi dan 

berkesinambungan; 
 

b. bahwa klinik kinerja terpadu mendukung 

penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu payung 

hukum yang menjadi dasar pelaksanaan klinik kinerja 

terpadu; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klinik 

Kinerja Terpadu di Provinsi Kalimantan Utara. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 
 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomot 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

S A L I N A N 



Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 
 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5362); 
 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 
 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 
 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 
 

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 

2016 Nomor 5); 



11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 

18). 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLINIK KINERJA 

TERPADU DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. 

4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah provinsi 

Kalimantan Utara. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

8. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang 

melaksanakan tugas merumuskan kebijakan, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja 

sama.  

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara. 

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah. 

11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  yang selanjutnya disingkat 

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada 

pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) 

tahun anggaran. 

 



12. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat SAKIP adalah integrasi dari sistem perencanaan, sistem 

penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan 

pelaksanaan akuntabilitas keuangan. 

13. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan 

kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan 

program dan/atau kegiatan yang dibiayai APBN dan APBD. 

14. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD 

adalah  bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah mengenai pengelolaan 

keuangan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah 

daerah.  

15. Klinik Kinerja Terpadu adalah suatu wadah yang dibentuk untuk 

menginventarisasi permasalahan, mendiagnosa serta memberikan solusi 

terkait penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan 

kinerja lainnya yang saling terintegrasi. 

16. Penyelenggaraan Klinik Kinerja Terpadu adalah suatu sistem yang 

dibentuk dalam rangka peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah 

Daerah dalam menyelenggarakan Klinik Kinerja Terpadu secara 

berkesinambungan dan terintegrasi. 

 

Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan tujuan: 

a. Mewujudkan sistem pengorganisasian Klinik Kinerja Terpadu; 

b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

c. Sebagai pedoman dalam rangka peningkatan kinerja terpadu; 

d. Mengharmonisasikan penyelenggaraan pemerintahan antar provinsi dan 

kabupaten/kota. 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup Klinik Kinerja Terpadu meliputi: 

a. Penyelenggara Pemerintahan Provinsi; 

b. Pelayanan Klinik Kinerja Terpadu. 

 

Pasal 5 

Penyelenggaraan Klinik Kinerja Terpadu berdasarkan asas: 

a. Spesifik; 

b. Objektif; 

c. Berkesinambungan; 

d. Terukur; dan 

e. Dapat dipertanggungjawabkan. 

 



Pasal 6 

(1) Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan 

secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah berdasarkan LPPD dan laporan kinerja lainnya yang diterima oleh 

Gubernur. 

(2) Objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan 

dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. 

(3) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, 

dilaksanakan secara reguler setiap kurun waktu tertentu sehingga dapat 

diperoleh gambaran perjalanan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari 

waktu ke waktu. 

(4) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan 

dengan memanfaatkan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat 

dikuantitatifkan. 

(5) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf e, dilaksanakan dengan mengolah data dari LPPD dan laporan 

kinerja lainnya yang dikirim oleh Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah 

secara Transparan. 

 

BAB II 

KLINIK KINERJA TERPADU 

 

Bagian Kesatu 

Pembentukan 

 

Pasal 7 

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Klinik Kinerja Terpadu yang 

bertanggungjawab kepada Gubernur. 

(2) Klinik Kinerja Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 

berdasarkan beban kerja, kedudukan serta tugas pokok dan fungsi yang 

disesuaikan dengan visi, misi dan program kerja pembangunan daerah. 

 

Pasal 8 

Susunan organisasi Klinik Kinerja Terpadu terdiri dari: 

a. Ketua Klinik Kinerja Terpadu adalah Sekretaris Daerah; 

b. Koordinator I adalah Kepala Biro; 

c. Koordinator II adalah Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara; 

d. Koordinator III adalah Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro; 

e. Tim Ahli Klinik Kinerja Terpadu; 

f. Sub Bagian Tata Administrasi Klinik Kinerja Terpadu. 

 

 

 

 

 



Pasal 9 

(1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a 

mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan yang 

bersifat strategis dalam Klinik Kinerja Terpadu; 

b. Mengoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan 

perangkat kelembagaan Klinik Kinerja Terpadu; 

c. Memimpin dan mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan Klinik 

Kinerja Terpadu; 

d. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pimpinan 

kelembagaan; dan 

e. Bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan dan kebijakan 

penyelenggaraan Kilnik Kinerja Terpadu. 

(2) Koordinator I sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 huruf b adalah 

Kepala Biro yang memiliki tanggung jawab untuk membawahi Tim Ahli 

Klinik Kinerja bidang LPPD dan LKPD, serta memiliki tugas pokok dan 

fungsi sebagai berikut: 

a. Merumuskan dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama 

Ketua dalam bidang Laporan LPPD dan LKPD; 

b. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas Tim Ahli bidang 

LPPD dan LKPD kepada Ketua Klinik Kinerja Terpadu; dan 

c. Mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan Klinik Kinerja Terpadu 

dan mempertanggungjawabkan kepada Ketua. 

(3) Koordinator II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah Kepala 

Biro Organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk membawahi Tim Ahli 

Klinik Kinerja bidang SAKIP-RB, serta memiliki tugas pokok dan fungsi 

sebagai berikut: 

a. Merumuskan dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama 

Ketua dalam bidang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

dan Reformasi Birokrasi (SAKIP-RB); 

b. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas Tim Ahli bidang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi 

Birokrasi (SAKIP-RB) kepada Ketua Klinik Kinerja Terpadu; dan 

c. Mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan Klinik Kinerja Terpadu 

dan mempertanggungjawabkan kepada Ketua. 

(4) Koordinator III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah 

Kepala Bagian Otonomi Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

tata administrasi Klinik Kinerja Terpadu, yang memiliki tugas pokok dan 

fungsi sebagai berikut: 

a. Merumuskan keputusan dan kebijakan bersama Ketua dalam bidang 

administrasi dan kesekretariatan; 

b. Mengelola kegiatan administrasi penyelenggaraan Klinik Kinerja 

Terpadu; 

c. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan Klinik Kinerja Terpadu 

secara berkala; 

d. Mengoordinasikan seluruh unit-unit terkait dalam rangka 

penyelenggaraan Klinik Kinerja Terpadu dan 

mempertanggungjawabkan kepada Ketua; dan 



e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata 

Administrasi yang terdiri dari Human Resources Development (HRD) 

dan Tim Pengelola Klinik Kinerja Terpadu. 

(5) Tim Ahli Klinik Kinerja Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf e merupakan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang 

bertugas untuk: 

a. Memberikan solusi dan rekomendasi terkait pemecahan permasalahan 

kualitas laporan kinerja; 

b. Memberikan jasa konsultasi, tindakan, dan pelatihan kepada Klien; 

dan 

c. Memberikan hasil atas pemeriksaan permasalahan Klien berupa 

rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. 

(6) Tim Ahli Klinik Kinerja Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

adalah pejabat Perangkat Daerah dan pihak lainnya yang dianggap ahli 

dan mampu mengatasi permasalahan kualitas laporan kinerja, yang    

terdiri atas: 

a. Tenaga Ahli bidang LPPD adalah pejabat Perangkat Daerah dan pihak 

lainnya yang memiliki keahlian dalam mengkaji, menganalisa 

permasalahan, menilai serta memberikan rekomendasi hasil evaluasi 

pelaporan LPPD dengan baik dan benar; 

b. Tenaga Ahli bidang Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah 

dan Reformasi Birokrasi (SAKIP-RB) adalah pejabat Perangkat Daerah 

dan Pihak lainnya yang memiliki keahlian dalam mengkaji, 

menganalisa permasalahan dan memberikan rekomendasi hasil 

evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

dengan baik dan benar;  

c. Tenaga Ahli bidang LKPD adalah pejabat perangkat daerah dan Pihak 

lainnya yang memiliki keahlian dalam mengkaji, menganalisa 

permasalahan, menilai serta memutuskan rekomendasi hasil evaluasi 

pelaporan LKPD. 

(7) Sub Bagian Tata Administrasi Klinik Kinerja Terpadu sebagaimana 

dimaksud pada ayat 4 huruf e, terdiri atas: 

a. Human Resources Development (HRD) Klinik Kinerja Terpadu bertugas 

untuk: 

1) Bertanggung jawab penuh pada pengembangan, pemeliharaan dan 

peningkatan Sumber Daya Manusia Klinik Kinerja Terpadu; 

2) Melakukan perekrutan dan/atau mencari kandidat potensial 

sesuai dengan kualifikasi untuk dapat ditempatkan pada posisi 

yang telah ditentukan pada Klinik Kinerja Terpadu; 

3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas oleh Pengelola, 

Tenaga Ahli dan Sumber Daya Manusia dalam Klinik Kinerja 

Terpadu; 

4) Dalam melaksanakan tugas lainnya, bertanggung jawab                

kepada Koordinator III. 

b. Tim Pengelola Klinik Kinerja Terpadu bertugas untuk: 

1) Membantu kelancaran tugas Tim Ahli dalam mengelola 

penyelenggaraan Klinik Kinerja Terpadu; 



2) Melakukan kegiatan administrasi, kesekretariatan, korespondensi 

dan kearsipan Klinik Kinerja Terpadu; 

3) Mengoordinasikan kegiatan antar komponen-komponen organisasi 

pada Klinik Kinerja Terpadu; 

4) Merumuskan dan membuat laporan kegiatan Klinik Kinerja 

Terpadu secara berkala; 

5) Membuat daftar tenaga Ahli dan Sekretariat Klinik Kinerja Terpadu 

yang bekerja di klinik; 

6) Melaksanakan inventarisasi permasalahan Klien Klinik Kinerja 

Terpadu; 

7) Dalam melaksanakan tugas lainnya, bertanggung jawab                

kepada Koordinator III. 

 

Bagian Ketiga 

Sarana dan Prasarana 

 

Pasal 10 

Klinik Kinerja Terpadu memiliki sarana meliputi: 

a. Ruang Pendaftaran/ruang tunggu; 

b. Ruang konsultasi Tim Ahli; 

c. Ruang Pelatihan; 

d. Ruang lainnya sesuai kebutuhan pelayanan. 

 

Pasal 11 

(1) Prasarana yang dimiliki Klinik Kinerja Terpadu meliputi: 

a. Instalasi listrik; 

b. Instalasi jaringan koneksi internet; 

c. Sarana computer; 

d. Sarana Peralatan Tulis lainnya; 

e. Sarana meja, kursi dan lain-lain. 

(2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan 

berfungsi dengan baik dan terpelihara. 

 

BAB III 

PENYELENGGARAAN 

 

Bagian Kesatu 

Standar Operasional Prosedur 

 

Pasal 12 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Klinik Kinerja Terpadu kepada 

Klien perlu disusun Standar Operasional Prosedur. 

(2) Klien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah ASN pada Perangkat 

Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang 

memperoleh bantuan dan pelayanan pada Klinik Kinerja Terpadu. 

 

 



(3) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan harus menyediakan: 

a. Petugas resepsionis; 

b. Tim Ahli; 

c. Pelayanan Klinik Kinerja Terpadu. 

(4) Petugas resepsionis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a 

merupakan staf Perangkat Daerah yang bertugas untuk melayani Klien 

Klinik Kinerja Terpadu. 

(5) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, berkewajiban: 

a. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan etika dan 

peraturan yang berlaku; 

b. Melakukan pemeriksaan atas permasalahan klien; 

c. Menghormati hak-hak klien. 

(6) Pelayanan Klinik Kinerja Terpadu hanya dapat dilakukan maksimal 5 

(lima) hari kerja. 

(7) Pelayanan Klinik Kinerja Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 

memiliki hari dan jam operasional pada: 

a. Hari kerja pada hari Senin s.d Jum’at; 

b. Waktu Masuk pukul 07.30 Wita; 

c. Waktu Pulang pukul 16.30 Wita; 

d. Hari libur pelayanan pada hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional. 

 

 

Pasal 13 

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 

mempunyai alur sebagai berikut: 

a. Klien datang ke Klinik Kinerja Terpadu; 

b. Klien mengambil nomor urut dan menunggu panggilan di ruang tunggu; 

c. Petugas resepsionis memanggil Klien berdasarkan nomor urut, kemudian 

Klien mengisi lembar pendaftaran pada loket resepsionis; 

d. Kemudian petugas resepsionis melakukan anamnese atau wawancara 

terhadap klien yang memiliki keluhan agar didapati keterangan-keterangan 

yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya; 

e. Klien mendapatkan lembar rujukan sesuai dengan hasil anamneses; 

f. Kemudian petugas mengarahkan Klien kepada Tenaga Ahli sesuai dengan 

keluhan Klien; 

g. Tenaga Ahli melakukan pemeriksaan atas keluhan yang dialami oleh Klien; 

h. Klien menerima hasil pemeriksaan oleh Tenaga Ahli berupa rekomendasi 

sebagai solusi permasalahan yang dialami Klien; 

i. Jika hasil pemeriksaan yang dilaksanakan memerlukan konsultasi 

berlanjut, maka Klien diberikan pilihan untuk mengikuti pelatihan 

bimbingan teknis yang diberikan oleh Tenaga Ahli yang bertempat di ruang 

pelatihan Klinik Kinerja Terpadu; 

j. Jika tidak, maka keluhan Klien tersebut dianggap selesai dan Klien dapat 

kembali pulang. 

 

 

 

 



Bagian Kedua 

Hak dan Kewajiban Klien Klinik Kinerja Terpadu 

 

Pasal 14 

Hak Klien Klinik Kinerja Terpadu meliputi: 

a. Klien berhak memperoleh Informasi yang meliputi sebab permasalahan, 

tindakan solusi, rekomendasi kebijakan, dan saran oleh Tim Ahli Klinik 

Kinerja Terpadu; 

b. Klien berhak atas pelayanan yang bermutu, adil, jujur, akuntabel, 

transparan, efektif dan efesien; 

c. Klien berhak memperoleh pelatihan peningkatan kompetensi dan keahlian; 

d. Klien berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas kualitas pelayanan 

klinik kinerja kepada dirinya; 

e. Klien berhak mengajukan pengaduan atas kualitas layanan yang 

didapatkan. 

 

Pasal 15 

Kewajiban Klien Klinik Kinerja Terpadu meliputi: 

a. Klien berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang baik; 

b. Klien berkewajiban mentaati segala peraturan dan tata tertib Klinik Kinerja 

Terpadu; 

c. Klien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya 

tentang pengaduan yang diberikan kepada Tim Ahli Klinik Kinerja Terpadu; 

d. Klien berkewajiban mematuhi segala rekomendasi dan instruksi oleh Tim 

Ahli Klinik Kinerja Terpadu; 

e. Klien berkewajiban melaporkan perkembangan kinerjanya kepada Tim Ahli 

melalui Klinik Kinerja Terpadu dan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara 

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali setiap awal tahun selanjutnya; 

f. Klien berkewajiban melaporkan perkembangan kinerja instansinya pada 

pimpinan dan atau atasannya. 

 

BAB IV 

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 

 

Bagian Kesatu 

Monitoring dan Evaluasi 

 

Pasal 16 

(1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

secara teknis dilaksanakan oleh Biro dan dapat melibatkan Tim Pengelola 

Klinik Kinerja Terpadu. 

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah. 

 



Bagian Kedua 

Pelaporan 

 

Pasal 17 

(1) Tim Pengelola Klinik Kinerja Terpadu bertanggung jawab kepada Gubernur 

dan wajib menyajikan laporan Klinik Kinerja Terpadu secara berkala. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka 

waktu 3 (tiga) bulan sekali. 

 

BAB V 

PENDANAAN 

 

Pasal 18 

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan 

Gubernur ini dibebankan pada: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 19 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

 

 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 1 Oktober 2019 

 

GUBERNURKALIMANTAN UTARA, 

 

ttd 

 

IRIANTO LAMBRIE 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 1 Oktober 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, 

 

       ttd 

 

SURIANSYAH 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 36 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara 

Plt. Kepala Biro Hukum 

 

 
 

 
Arman Jauhari, S.H 

NIP. 19750709 200212 1 003 


